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P E R A T U R A N   D A E R A H 
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

 
NOMOR    9   TAHUN 2007 

 
TENTANG 

 
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

Menimbang :   a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi 
Pemakaiaan Kekayaan Daerah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli 
Daerah yang penting guna menunjang Pembiayaan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah; 

b. bahwa dengan bertambahnya aset kekayaan Daerah serta tarif retribusi yang 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 sebagaimana diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 21 tahun 2000 tentang Retribusi 
Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
perekonomian Daerah oleh karenanya perlu dilakukan penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu 
diatur dengan Peraturan  Daerah tentang Pemakaian Kekayaan Daerah. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4048); 
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4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4548); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah 
dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3952); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4609); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman 
Pengelolaan Barang Daerah; 

12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 585/KPTS/1988 tentang Pedoman 
Penggunaan Peralalatan di Lingkungan Departemen Pekerjaan umum;  

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara 
Pemeriksaan Retribusi Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 
Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah   
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 1991 Seri D Nomor Seri 9); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 
tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Tahun 2002 Nomor 39 Seri E Nomor Seri 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan  Nomor 35); 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
dan 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. 
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah  Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah  Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 
3. Bupati  adalah Bupati Hulu Sungai Selatan; 
4. Pejabat Daerah adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi 

Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya di 
singkat BPKAD; 

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan 
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha 
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, 
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, Organisasi 
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk 
usaha tetap dan bentuk badan lainnya; 

7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah selanjutnya dapat disebut Retribusi yaitu 
pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah antara lain: 
pemakaian tanah, gedung/ bangunan, lapangan, pemakaian kendaraan/ alat-alat 
berat milik Daerah; 

8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh 
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya 
dapat disediakan oleh sektor swasta; 

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi; 

10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu 
bagi wajib Retribusi untuk memnfaatkan kekayaan Daerah; 



 4 

11. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang meliputi tanah, lapangan, gedung dan 
kendaraan/alat-alat berat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah; 

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah 
Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang; 

13. Surat pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD, 
adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan  obyek, 
Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran 
Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang 
menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah; 

14. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD, 
adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan obyek 
Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran 
Retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi 
Daerah; 

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang Bayar  Tambahan, yang selanjutnya 
disingkat SKRDKBT adalah  Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas 
jumlah Retribusi yang telah ditetapkan; 

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada 
Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang; 

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat 
untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga 
dan atau denda;  

18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap 
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang 
diajukan oleh wajib Retribusi; 

19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan 
mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan 
kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan 
perundang-undangan Daerah; 

20. Penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan 
yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut 
penyidik. Untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat 
terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan 
tersangkanya. 

 
 

BAB II 
NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI 

 
Pasal 2 

Dengan nama retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas 
pemakaian Kekayaan Daerah. 
 
 



 5 

Pasal 3 
Obyek Retribusi adalah pelayanan hak pemakaian kekayaan Daerah untuk jangka 
waktu tertentu yang meliputi: 
a. Gedung/ Bangunan; 
b. Lapangan; 
c. Rumah Dinas; 
d. Tanah; 
e. Frame Reklame; 
f. Peralatan mesin pertanian; 
g. Kendaraan bermotor; 
h. Alat-alat berat, dan 
i. Kekayaan Daerah Lainnya; 
 

Pasal 4 
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan/memakai 
Kekayaan Daerah. 
 
 

BAB III 
GOLONGAN RETRIBUSI 

 
Pasal 5 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha. 
 
 

BAB IV 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

 
Pasal 6 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, volume, jarak dan jangka waktu 
pemakaian kekayaan Daerah. 
 
 

BAB V 
PRINSIP DAN SASARAN DALAM 

PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 
 

Pasal 7 
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan 
pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang 
pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan 
berorientasi pada harga pasar. 
 


